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DPRD Tanah Datar Setujui Ranperda
BATUSANGKAR . DPRD
Tanah Datar menyelujui
Ranperda Pertanggungl.
jawaban- Pelakianaan IAP:
BD 2019 menjadi,Peqda
pada siilang iparipurna,
Senin, (2617).

Sidang berisi pengam-
bilan keputusan dipimpin
Wakil Ketua DPRD Anton
Yondra bersama Saidani,
dihadiri sebagian anggota
dewan. Diikuti Wabup Zul-
dafri Darma Forkompinda,
Plh. Sekda Edi Susanto dan
pejabat Pemkab.

Diawali dengan laporan
Ketua tim perumus Bamus
DPRD, dlsampaikan H. Az-
war Rabain tentang kesim-
pulan rekomendasi LHK

BPK Rl yang,berisi krr-tik.
an, saran dan masukan
terhadap tindak laniut,
rencana terhadap laporan
keuangan Pemkab 2019.

Meriurut Azwar, rumu-
sannya bersumber dari
LHK BPK RI perwakilan
Sumbar tahun anggaran
2019, serta hasil pemba-
hasan Bamus DPRD de-
ngan Pemkab pada 7-23
Juti 2020 dibuat secara
sistematis.

Sementara, Wakil Kqtua
Saidani mengatakan lapor-
an hasil pembicaraan ting-
kat pertama pemba[iasan
Ranperda tentang Pertang-
gungj awaban Pelaksanaan
APBD ini telah dibahas

bersama badan anggaran
dengan TAPD dan dilan-
jutkan dengan pandangan
fraksi DPRD pada 24 Juli
2020 silam.

."Seteiah mencermati
pendapat akhir fraksi DP-
RD dalam pembahasan
dengan TAPD, maka badan
anggaran dapat mema-
hami Raperda Pertang-
gungjawaban Pelaksanaan
APBD tersebut untuk dite-
tapkan meniadi peraturan
daerah," tandas Saidani.

Atas diterima Ranperda
ini, Wabup Zuidafri me-
nyatakan apresiasi pada
pimpinan dan anggota
dewan yang merampung-
kan pembahasan Ranper-

da ini. sebagai dasar da- Dikatakannya, prestasi
yang telah ditoreh, yakni
sebagai pengelolaan keua-
ngan dibuktikan Opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian
(WTP) te-q kahnya diteri-
ma Pemkab bisa terus di-
pertahankan.

Makanya, lanjut Wabup,
butuh segera lakukan pen-
jadwalan pembahasan ta-
hapan penganggaran.'Al-
hamdulillah, telah dise-
pakati Perda tentang per-
tanggungjawaban Pelak-
sanaan APBD ini, disini
diharapkan dukungan agar
tetap komit untuk me-
ningkatkan kinerja dalam
pengelolaan keuangan dae
rah," timpalnya.,:2l)

lam penyusunan KU-ppAS
perubahanAPBD 2020.

Atas masukan, kritikan
dan saran anggota dewan,
Wabup meminta a$ar se-
mua OPT terkat menindak-
lanjutinya.

Ia meminta agar perlu
adanya penjadwalan pem
bahasan tahapan pengang
garan sesuai kalender ang-
garan 2020 sehingga pem-
bangunan dalam rangka
meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat dapat
segera dilaksanakan se-
hingga tidak mempenga-
ruhi opini BPK-RI terhadap
kinerja keuangan tahun
ini,

TERIMA I Wabup Zuldafri Darma menerima dokumen pembahasan
Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD dari Wakil Ketua
Saidani. (yusnatdi)


